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BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINS] SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN B

UPATI PESISIR SELA
NOMOR: i

140/ 551 /Kpts/BPT-PS/2016
TENTANG
- PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN
ENGESAHAN WALI NAGAR] BARUNG-BARUNG BALANTAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,
wenimbang © a.  bahwa Sesual  dengan
; Peraturan Duer
Tahua 2016 (e
Nagari paling la
panitia pemilih
calon Wali N

ketentuan pasal 99 ayat (3)
ah Kabupaten Pesisir Seclatan Nomor 2
ntang Nagari, dinyaiakan bahwa Hanius
ma 7 {tujuh) hari seteluh mencrima Lapuran
4n menetaupkan dan menyampaikan naara
agari terpilih kepada Bupati;

b.  bahwa sesuai dengan  ketentuan  pasal 75, avat (2]
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 20106
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali

Nagari, dinvatakan bahwa Bamus Nagari membuat

Keputusan tentang penetapan Wali Nagari terpilih dan

menyampaikan kepada Bupati melalui Camat dan

tembusannya disampaikan kepada Wali Nagari dan Ketua

Panida Pilwana paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah

menerima laporan Panitia Pilwan:

1
a
i
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€. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan
Nagaii (Bamus Nagari) Barung-Barung Balantai
Kecamatan Koto X! Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 06 Tahun 2016 tanggal 04 Desember 2015
tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih dan berdasarkan
surat Camat Koto XI Tarusan Nomor : 140/ 2¢6 / Cmt-
Trs / 2016 tentang Nama dan Berkas Administrasi
Pemilihan Wali Nagan Terpilih tanggal 08 Desember 2016,
perlu penetapan Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan
Pengesahan  Wali  Nagan Barung-Barung  Balantai
Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanua dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang ¢
ditetapkan dengan Keputusan Bupat Pesisir Selatan
Undang-Undang Nomor 12 Tzhun 1956
Pembentukan  Daerah  Otono:mn Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 {Lem
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643):

T
“igingat .

Taawy Py
-:---n-<-l.zl-:

baran
77) Jo

Dipindai dengan CamScanner



gncliang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
P::]r:li?ang}?n Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
s rintah Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
anun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 .

3. li'..:dabng - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentung Desa
!7 mbaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor
» Tambahan lembaruan Negara Republik Indonesi Nomor

5495);
4.  Peraturan Pemerintuly Nomor 7% Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasun  Penyelenggaraan

Pt-mcrin_ta}'mn Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambuhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4393 ;

5—_ Undan:g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcmcnn_tahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
) Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar. Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana.
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas _Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republilt Indonesia Nomor 5539) scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tengan Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717),

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa vang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Nomor
5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa vang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5695},

8. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa;

B 0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

' tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

G

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Peraturan Dacrah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
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enetapkan :
KESATU

KEDUA

KETIGA

REEMPAT

12, Pir : : :
Tai:lt:.jtrc;gl‘?‘:crah i\u‘bupuwu Pesisir Selatan Nomor 6
vl Df:tu]ng ‘ﬁusu.?ar: (Jrg_ani:sasi dan Tata Kena
e acrah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
3 aerah Kabupaten Pesisir Selatan,

13. Pere

T;hllturzn E}acrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7

- 1}:1 015 tentang Anggaran Pendapatan den Belanja
erah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016,

14. Fff:raturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Nagari,

15. Perawuran Bupau Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja
Derah Kabupaten  Pesisir Selatar. Tahun 2016
sebagaimand telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupal Pesisir Selatan Nomor 67
Tahun 20_15 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Derah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali
Nagar,

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2015

tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Derah Kabupaten Pesisir Selatan Tahurd 2016.

17,

MEMUTUSKAN :

Memberhentikan dengan hormat Saudara ARPILUS, SH
sebagai Penjabat wali Nagarl Barung-Barung Balantai
Kecamatan Koto X! Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan
mengucapkan terima lasih atas qugas — tMEAS dan
tanggungjawab serta pengabdian yang telah dilaksanakan

dengan baik.
Mengesahkan Saudara WELDI sebagai wali
Barung Balantai Kecamatan Koto X! Tarusan
n016 sampai dengan Tahun 2022
Nagar! Barung-Barung Ralantal Kecamatlan hoto
sebaguimana dimaksud pada Diktum KEDUA,
kedudukan, UELS, Lewenangan  dan kewaphan
m Peraturan Dacrah Kabupaltn Pesisir
Nagan dan Peratuian

Nagari Barung-
periode Tahun

Kepada Wali
Xl Tarusan
mcmpunyai
sebagahimana dhiatur dula
Selatan Nomor 4 Tuhun 2010 tentang
perundang - undangan lamnya vang berlaku.

wali Nagari sebagaimand dimaksud pada Diktun KEDUA,
berhak nemperoleh pcnghasilan tetap seuap bulan dan
tunjangan lainnya sesual  dengdn kemampuan Keuangan
Pemerintahan Nagari Yyans dituangkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja pemerintanan Nagari Barung-Barung
Balantal Kecamatan Koto X1 Tarusan Kabupaten Pesisir

Selatan.
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Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan
Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/ 78/ KPTS/ BPT-PS/ 2016
tanggal 22 Januari 2016 tentang Pemberhentian Wali Nagari
Bf”'W‘g'Barung Balantai Selatan dan Pengangkatan Penjabat
Wali Nageri Barung-Barung Balantai Selatan Kecamatan Koto
XI Tarusan , dinvatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan
gp:ablla dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
in1 akan diperbaiki kembali scbagaimana mestinya.
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